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ABSTRACT
Arbitration is one of popular means to solve disputes arise between parties in 
international business nowadays. Arbitration characteristics such as: confidentiality; “party 
autonomy” (principle which gives both parties freedom to agree on arbitration institution 
or ad hoc arbitration, to appoint an arbitrator, arbitration procedure, place of arbitration, 
governing law) and also international enforceability due to the New York Convention 1958 
are regarded as part of the main advantages of arbitration. 
       This research is a normative law using concept analysis approach legal, regulatory 
approaches undertaken by examining legislation relevant to the issues of law and experiences 
to approach a case of transfer of shares Bali Power Corporate. Sources of legal materials 
used in this study are such as related literature, journals, articles and thesis that are relevant 
to the subject matter.
        The results of this study indicate that partial award (SIAC) has a binding force for 
the parties to the dispute. Legal implications arising from this decision that the party whose 
breach the contract has an obligation to replace the damage of PT. Bali Tenaga Corporate 
since the contract was signed.
Keywords: Shares, Dispute Resolutions, International Arbitration.
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I. Pendahuluan
I.1.  Latar Belakang
Serng dengan pertumbuhan ekonom 
Indonesa dewasa n, maka pemerntah 
berupaya untuk mengembangkan ekonom 
dar berbaga sektor salah satunya bdang 
eksploras pembangkt lstrk tenaga panas 
bum.
Bali Power Corporate (denttas 
perusahaan bukan sebenarnya dan selanjutnya 
dsebut BPC) adalah sebuah perusahaan 
asng yang ddrkan d Bermuda pada 
tanggal 25 November 1994 yang bergerak 
dalam bdang eksploras tenaga panas bum 
(geothermal) yang ddrkan berdasarkan 
hukum Bermuda dan berkedudukan d 
Hamlton HMDX, Bermuda. Bal Power 
Corporate (BPC) memlk kontrak kerjasama 
proyek eksploras pembangkt lstrk tenaga 
panas bum d Bal dengan PERTAMINA 
dan PLN yang dbuat pada tahun 1995.
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Pada tahun 2001 PT. Tenaga Bum 
Co (denttas perusahaan bukan sebenarnya 
dan selanjutnya dsebut PT. TBC) telah 
membel 100% (seratus persen) saham Bali 
Power Corporate. PT TBC adalah sebuah 
perseroan terbatas yang bergerak dalam 
bdang geothermal dan kontraktor yang 
berkedudukan d Denpasar, Bal.
Dalam rangka mengembangkan proyek 
eksploras n, para pemegang saham PT. 
TBC sepakat untuk menerma nvestor asng 
asal Jepang yang juga dkenal dengan Mosi 
Mosi Co. Ltd (denttas perusahaan bukan 
sebenarnya dan selanjutnya dsebut MMC) 
yang akan membel saham mayortas yatu 
70% (tujuh puluh persen) saham Bali Power 
Corporate. Kesepakatan masng-masng 
phak kemudan dtuangkan dalam transaks 
jual bel saham dengan penandatanganan 
Share Purchase Agreement between PT. 
Tenaga Bumi Co and Mosi Mosi Co. 
Corporate (selanjutnya akan dsebut SPA) 
pada tanggal 7 September 2004. Transaks 
jual bel saham n tdak berjalan dengan 
mulus sehngga terjad perselshan antara 
para phak dkarenakan pengalhan saham 
yang telah dlakukan dan dregestraskan d 
Bermuda tdak dserta dengan pembayaran 
untuk transaks dar 70% (tujuh puluh 
persen) saham sesua dengan kesepakatan 
yang dtuangkan dalam SPA tersebut. 
Phak PT. TBC mengklam MMC 
melalu Sngapore Internatonal Arbtraton 
Centre (SIAC) pada bulan Jul 2010 
dan telah dputus dengan Partal Award 
SIAC tahun 2013 yang dalam salah satu 
putusannya menyatakan bahwa phak 
MMC telah melanggar kontrak (SPA) atau 
breach the contract terhadap kewajbannya 
untuk melakukan pembayaran sesua 
dengan tahap-tahap yang telah dsepakat 
bersama sebelumnya dalam SPA. Tdak 
hanya tu, MMC juga harus menggant 
sejumlah kerugan yang dtmbulkan karena 
terhambatnya operasonal pembangkt lstrk 
n sejak tahun 2004 hngga sekarang.
I.2.  Rumusan Masalah
1. Apakah Partal Award SIAC 
mempunya kekuatan hukum mengkat 
untuk sengketa pengalhan saham Bali 
Power Corporate?
2. Apakah mplkas hukum Partal 
Award SIAC terhadap transaks 
saham Bali Power Corporate antara 
PT. Tenaga Bum Corporate dan Mos 
Mos Corporate?
I.3.  Tujuan Penelitian
Adapun yang menjad tujuan dar 
peneltan n adalah sebaga berkut:
I.3.1. Tujuan Umum
Peneltan n secara umum bertujuan 
untuk mengembangkan Ilmu Hukum terkat 
dengan paradgma science as a process 
(lmu sebaga proses), dengan paradgma 
ini ilmu tidak akan pernah mandeg (final) 
dalam penggalannya atas kebenaran2. 
Dalam peneltan n adalah penggalan 
atas kebenaran dar Penyelesaan Sengketa 
Pengalhan Saham Bal Power Corporate 
2 Program Stud Magster (S2)Ilmu Hukum Program 
Pasca SarjanaUnverstas Udayana, 2013, Pedoman 
Penulisan Usulan Penelitian Tesis dan Penulisan Tesis 
Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum, Denpasar, 
hal. 43.
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Melalu Putusan Arbtrase Asng Sngapore 
Internatonal Arbtraton Centre (SIAC).
I.3.2. Tujuan Khusus
Sedangkan yang menjad tujuan khusus 
dar peneltan n adalah sebaga berkut:
1. Untuk mengetahu apakah Partal 
Award SIAC mempunya kekuatan 
hukum mengkat untuk sengketa 
pengalhan saham Bali Power 
Corporate.
2. Untuk mengetahu apakah mplkas 
hukum bag Bali Power Corporate atas 
putusan Partal Award SIAC tersebut.
I.4.  Metode Penelitian
Karya lmah n menggunakan 
Metode Peneltan Hukum Normatf yatu 
menguj kebenaran ada tdaknya sesuatu 
fakta dsebabkan oleh suatu faktor tertentu.3 
Peneltan hukum yang dlakukan dengan cara 
menelt bahan pustaka atau data sekunder 
belaka, dapat dnamakan peneltan hukum 
normatf atau peneltan kepustakaan.4 
Adapun pendekatan yang dgunakan 
dalam karya lmah n adalah sebaga 
berkut:
1. Pendekatan Analsa Konsep Hukum 
(Analitical and Conceptual Approach) 
yatu segala permasalahan dtelaah 
berdasarkan konsep, teor, asas-asas, 
dan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. Konsep tu unversal. 
Oleh karena tulah penuls perlu 
menelaah pandangan-pandangan 
sarjana hukum dar berbaga negara 
mengena hal tersebut. Dsnlah 
kemampuan penelt hukum untuk 
memaham substans lmu hukum yang 
benar-benar dperlukan.5 
2. Pendekatan Perundang-undangan (The 
Statue Approach) yatu dengan menelt, 
membandngkan dan menganalsa 
peraturan perundang-undangan dan 
regulas  yang mengatur tentang 
penyelesaan sengketa pengalhan 
saham Bali Power Corporate melalu 
Konvens New York Tahun 1958; 
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) 
Nomor 1 tahun 1990 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Putusan Arbtrase 
Asng; Undang-Undang Republk 
Indonesa No. 30 Tahun 1999 tentang 
Arbtrase dan Alternatf Penyelesaan 
Sengketa dan Peraturan Mahkamah 
Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 
1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan 
Putusan Arbtrase Asng.
3. Pendekatan Kasus (Case Approach) 
yatu dengan menganalsa sengketa 
pengalhan saham Bali Power 
Corporate yang dselesakan melalu 
SIAC. 
Dalam menggunakan pendekatan 
kasus, yang perlu dpaham oleh penelt 
adalah rato decdend, yatu alasan – alasan 
hukum yang dgunakan oleh hakm untuk 
sampa kepada putusannya.6 3 Peter Mahmud Marzuk,2011, Penelitian Hukum, 
Kencana, Jakarta, hal. 35.
4 Soerdjono Sukanto dan Sr Mamuj, 2013, Penelitian 
Hukum Normatif Suatu Ttinjauan Singkat, Rajagrafindo 
Perkasa, Jakarta, hal. 13.
5 Peter Mahmud Marzuk, Op.Cit, hal. 137.
6 Peter Mahmud Marzuk, Op.Cit. hal 119.
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II. HASIL DAN PEMBAHASAN
2.1 Kekuatan Mengikat Putusan 
Arbitrase Asing Terhadap Sengketa 
Pengalihan Saham Bali Power 
Corporate.
Suatu putusan arbtrase dapat dkatakan 
mengkat para phak yang bersengketa jka 
dalam klausul perjanjan yang mengkat 
kedua belah phak terdapat ketentuan yang 
mengatur plhan hukum untuk sengketa 
yatu arbtrase. Sehngga putusan arbtrase 
sudah merupakan suatu keharusan bag 
kedua belah phak untuk mengaku dan 
mentaatnya dkarenakan sfat putusan 
arbitrase yang final dan mengikat.
Dalam putusan parsal arbtrase, 
menurut hemat penuls sudah jelas 
menyatakan bahwa phak MMC telah 
melanggar s kontrak atau breach the 
contract/agreement dan counterclaim/
tanggapan dar MMC sepenuhnya dtolak 
oleh majels arbter. Putusan parsal n sudah 
mengkat kedua belah phak sejak putusan 
n dkeluarkan oleh majels arbter hanya 
saja besarnya kerugan dar phak TBC akan 
dtetapkan pada final award.       
The general principle is that the party 
in breach (the defendant) can only be liable 
for losses which were within the reasonable 
contemplation of the parties at the time 
the contracty was made.7  Pada ntnya 
bahwsa phak MMC sebaga phak yang 
melanggar kontrak mempunya kewajban 
untuk memberkan gant rug secara wajar 
dar kesepakatan kontrak yang telah dbuat 
sebelumnya.
       Suatu putusan, bak putusan arbtrase 
maupun pengadlan hanya dapat dlaksanakan 
(eksekus) setelah putusan tersebut bersfat 
final. Namun karena beberapa hal atau 
keadaan tertentu atau memaksa adakalanya 
suatu putusan dapat segera dlaksanakan 
segera setelah putusan tersebut djatuhkan, 
sepert putusan proposonl.8 
Jka arbtrase memlk beberapa 
keunggulan dbandngkan dengan 
peradlan maka arbtrase pun memlk 
kelemahan. Pelaksanaan keputusan arbtrase 
membutuhkan jaminan bonafiditas, dalam 
bentuk kerelaan para phak untuk mentaat 
keputusan tersebut. Suatu keputusan arbtrase 
dapat sama sekal kehlangan kekuatannya 
jka salah satu phak atau phak-phak yang 
terlbat dalam sengketa tdak memenuh 
syarat bonafiditas.9 
Terdapat beberapa asas yang dkenal 
dalam pemberlakuan putusan arbtrase asng, 
dantaranya yatu:10 
1. Asas Executoral Kracht, yatu putusan 
arbtrase memlk kekuatan eksekus 
sebagamana dtegaskan dalam Pasal 2 
Perma No. 1 Tahun 1990, menurut pasal 
n putusan arbtrase asng dsamakan 
7 Hellen Bond and Peter Kay, 1995, Business Law, 
Blackstones Press, Great Brtan, hal. 216.
8 Suleman Batubara & Ornton Purba, 2013, Arbitrase 
Internasional Penyelesaian Sengketa Investasi Asing 
Melalui ICSID, UNCITRAL dan SIAC, Rah Asa 
Sukses, Jakarta, hal. 163.
9 Ida Bagus Wyasa Putra, 2008, Aspek-Aspek Hukum 
Perdata Internasional Dalam Transaksi Bisnis 
Internasional, Refika Aditama, Bandung,  Cetakan 
Kedua, hal. 79.
10 Frans Hendra Wnarta, 2012, Hukum Penyelesaian 
Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan 
Internasional, Pena Grafika, Jakarta, hal. 77.
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dengan putusan pengadlan yang telah 
mempunya kekuatan hukum tetap.
2. Asas Resprostas yatu asas dasar 
yang datur dalam Konvens New 
York 1958 bahwa setap negara 
yang kut menandatangan Konvens 
New York 1958 berhak menyatakan 
dalam ratifikasi untuk pengakuan dan 
pengeksekusan putusan arbtrase 
asngddasarkan atas asas n.
3. Asas Pembatasan yatu suatu asas 
yang datur dalam Perma No. 1 Tahun 
1990 mengena pembatasan putusan 
arbtrase asng hanya pada sengketa 
dalam ruang lngkup dagang.
4. Asas Ketertban Umum yang datur 
dalam Perma No. 1 Tahun 1990 
mengena pemberlakuan suatu putusan 
arbtrase asng yang hanya jka tdak 
bertentangan dengan ketertban 
umum.
Arbitrase sebaga lembaga penyelesaan 
sengketa yang berdr sendr telah dkenal 
cukup lama oleh para pakar hukum d duna. 
Salah satunya adalah Emmanuel Gallard 
sebaga guru besar lmu hukum terkemuka 
d bdang arbtrase d Perancs.
Gaillard memperkenalkan filsafat 
transnasonal untuk arbtrase, khususnya 
legaltas atau kekuatan hukum arbtrase.11 
Teor n melhat negara-negara secara 
keseluruhan, tdak sendr-sendr atau secara 
ndvdual. Menurut teor n, negara-negara 
umumnya mengaku keabsahan arbtrase dan 
berseda untuk mengaku putusan arbtrase 
karena terpenuhnya syarat sah perjanjan 
arbtrase sebaga dasar untuk menentukan 
keabsahan putusan arbtrase.12 
Penganut teor n berpandangan 
bahwa d dalam duna yang heterogen, bak 
kebangsaan para phak, tempat arbtrase, 
kebangsaan arbtrator atau hukum yang 
berlaku, adalah berbeda-beda. Karena tu 
ada alasan yang kuat untuk member setap 
negara, termasuk negara yang menjad tempat 
arbtrase berlangsung, kewenangan sendr 
untuk mengatur proses arbtrasenya.13 
Teor n mengaku kebebasan arbtrase 
untuk menerapkan pelaksanaan aturan-aturan 
hukum acara yang bersfat transnasonal 
atau lntas negara. Sehngga masng-masng 
phak yang bersengketa sudah sepatutnya 
untuk mengaku dan melaksanakan hasl 
putusan arbtrase nternasonal, mengngat 
putusan n tdak hanya berlaku dtempat 
dmana proses arbtrase n dlaksanakan 
namun juga mengkat masng-masng phak 
yang berbeda negara tersebut.
Jakubowsk, sarjana Polanda, 
memegang jabatan yang sangat pentng d 
bdang arbtrase. Belau pernah menjabat 
sebaga ketua badan arbtrase Polanda, 
menjabat anggota pada lembaga arbtrase 
nternasonal terkemuka d duna, yatu 
the Permanent Court of Arbitration dan 
the International Council for Commercial 
Arbitration.14 
11 Huala Adolf , 2014, Dasar-Dasar, Prinsip & Filosofi 
Arbitrase, Ken Meda, Bandung, hal. 44.
12 Ibid, hal. 47.
13 Ibid, hal. 48.
14 Ibid, hal. 43.
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Jerzy Jakubowsk memandang arbtrase 
sebaga suatu lembaga penyelesaan sengketa 
yang dgunakan oleh bangsa-bangsa dan 
d berbaga kultur d duna. Karena tulah 
lembaga arbtrase dpandang sebaga suatu 
lembaga buatan dan cptaan manusa yang 
sfatnya unversal.15 
Arbtrase juga merupakan suatu produk 
manusa untuk memenuh  kebutuhan dan 
kengnan manusa untuk menyelesakan 
sengketa para phak oleh phak ketga yang 
sfatnya netral dan memlk kepercayaan 
serta otortas dar para phak.16 
Dalam pemaparannya Jakubowsk 
juga mengatakan aturan arbtrase yang ada 
dseluruh negara tdaklah seragam, namun 
aturan arbtrase menunjukkan adanya 
keharmonsan dan kepastan hukum.
Dar uraan tersebut d atas dapat 
dketahu bahwa prnsp otonom para phak 
dalam penerapan kontrak atau perjanjan 
khususnya untuk melakukan plhan hukum 
telah daku secara unversal. Walaupun 
terdapat perbedaan cara pendekatan yang 
dlakukan dalam metode plhan hukumnya, 
tetap pada prnspnya hukum yang berlaku 
bag para phak dalam suatu kontrak adalah 
hukum yang telah mereka plh. Jka para 
phak telah menentukan klausul bahwa 
hukum yang berlaku untuk kontrak n 
adalah melalu SIAC, maka bag para phak 
plhan hukum n haruslah dtaat dan 
dlaksanakan.
Dar kedua teor tersebut datas, menurut 
hemat penuls bahwa suatu putusan arbtrase 
adalah mengkat masng-masng phak yang 
bersengketa dan dapat dberlakukan d negara 
dmana obyek sengketa n berkedudukan 
dan memlk kepastan hukum dkarenakan 
sifatnya yang final dan mengikat. Putusan 
parsal arbtrase dar sengketa BPC n adalah 
mengkat kedua belah phak dkarenakan 
dalam kesepakatan jual bel saham kedua 
belah phak telah dcantumkan secara jelas 
plhan hukumnya jka terjad perselshan. 
Telah dsebutkan juga dalam putusan parsal 
tersebut bahwa phak pembel atau MMC 
dnyatakan telah wanprestas dan melanggar 
s perjanjan yang telah dsepakat bersama, 
namun demkan putusan parsal tetap 
dapat djadkan acuan landasan hukum dan 
pedoman bag PT. TBC untuk mengambl 
langkah hukum dalam pengambl alhan 
asset BPC d Bal yang selama n telah 
dkuasa oleh MMC serta sebaga landasan 
untuk menghtung jumlah kerugan yang 
dalam selama proyek tdak berjalan.
Suatu putusan yang telah sesua dengan 
persyaratan forml dan materl adalah putusan 
yang berlandaskan hukum dan mengkat 
para phak. Putusan parsal arbtrase n telah 
memenuh persyaratan yang datur dalam 
UNCITRAL sehngga mempunya kekuatan 
hukum yang mengkat.
2.2. Implikasi Hukum Putusan Parsial 
Arbitrase Asing Terhadap Sengketa 
Pengalihan Saham Bali Power 
Corporate.
Selain final dan mengikat, putusan 
SIAC bersfat rahasa sehngga tdak dapat 
dpublkaskan sesua dengan pasal 35 ayat 
1, SIAC Rules 2010 yang berbuny: “The 15 Ibd, hal. 50.
16 Ibd, hal. 50.
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parties and the Tribunal shall at all the times 
treat all matters relating to the proceedings 
and the award as confidential.”
Asas pemerksaan pntu tertutup, 
berlanjut terus pada pengucapan putusan. 
Mahkamah arbtrase dlarang untuk 
mempublkaskan putusan. Penegasan 
larangan n msalnya datur dalam pasal 48 
ayat 5 ICSID yang menyatakan: “The Centre 
shall not publish the award without the 
consent of the parties”. Begtu pula datur 
dalam pasal 32 ayat 2 UNCITRAL, terdapat 
larangan yang sama: “The award may be 
made public only eith the consent of both 
parties”.17 
Jad hanya para phak yang bersengketa 
saja yang boleh mendapatkan asl dan salnan 
putusan SIAC tersebut serta masng-masng 
phak tdak boleh mempublkaskannya 
kepada sapapun. Hal n tentu saja terkat 
dengan kerahasaan, kepentngan dan nama 
bak atau reputas masng-masng phak 
yang bersengketa.
Setap permasalahan yang dbawa 
ke pengadlan mempunya harapan agar 
pengadlan dapat menjalankan fungsnya 
untuk mendapatkan hal-hal sebaga 
berkut:18 
1. Equality before the law, yakn untuk 
dperlakukan sama tanpa memandang 
warna kult, kedudukan dan status dar 
masyarakat.
2. Opportunity to be heard, yakn untuk 
mendapatkan kesempatan untuk 
ddengar keluhan dan pembelaannya.
3. Law enforcement, yang merupakan hak 
setap warga negara untuk memnta 
otortas untuk menjalankan hukum 
dan putusan pengadlan.
Berkut adalah analsa penuls 
mengena mplkas hukum dar kutpan 
putusan parsal arbtrase dar peneltan n 
adalah sebaga berkut:
1. MMC dnyatakan telah melanggar 
kontrak Share Purchase Agreement 
tanggal 7 September 2004 antara PT. 
TBC dengan MMC sehngga MMC 
harus segera menyelesakan tanggung 
jawabnya sesua dengan kontrak 
tersebut untuk membayar sejumlah 
saham yang telah dtransfer dar PT. 
TBC menjad atas nama MMC.
2. MMC dharuskan untuk membayar 
seluruh baya kerugan yang 
diitimbulkan sesuai dengan final award 
yang sedang dproses d SIAC;
        
Hasl putusan parsal n telah dsepakat 
kedua belah phak yang bersengketa. Melalu 
pembuktan dar persdangan arbtrase 
d SIAC telah mengungkapkan seluruh 
pembuktan yang ada. Phak MMC juga 
dnyatakan belum memenuh kewajbannya 
untuk membayar sejumlah saham yang telah 
dtransfer melalu corporate secretary d 
Bermuda. Penyelesaan sengketa melalu 
SIAC n menurut hemat penuls telah 
memberkan suatu putusan yang adl dan 
sesua untuk kedua belah phak dmana 
masng-masng phak sudah mendapatkan 
17 Yahya Harahap, 1991, Arbitrase, Pustaka Kartn, 
Jakarta, hal. 328-330. 
18 Munr Fuady, 2008, Pengantar Hukum Bisnis Menata 
Bisnis Modern di Era Global, Ctra Adtya Bakt, 
Bandung, hal. 263.
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hak dan kewajbannya walaupun dengan 
melalu proses yang cukup panjang dengan 
baya yang tdak sedkt.     
Dengan demkan maka hukum 
memlk fungs dan peranan yang sangat 
pentng dalam masyarakat terutama dalam 
hal n adalah kalangan pengusaha, dan 
memlk fungs kebakan dalam masyarakat 
dem mencapa keadlan, kepastan hukum, 
ketertban, dan kemanfaatan.
III. PENUTUP
1.  Simpulan
(1) Partial Award SIAC n mempunya 
kekuatan hukum mengkat dalam 
sengketa pengalhan saham Bal 
Power Corporate, dkarenakan dengan 
berlandaskan putusan n phak PT. 
Tenaga Bum Baru dapat mengajukan 
keberatan dan balk nama atas 70% 
saham d Codan, sekretarat Bali 
Power Corporate d Bermuda, tanpa 
putusan n maka phak PT. Tenaga 
Bum Corporate tdak memlk dasar 
hukum untuk mengambl alh kembal 
pengalhan 70% saham tersebut. 
Putusan parsal n sudah mengkat 
kedua belah phak sejak putusan 
n dkeluarkan oleh majels arbter 
hanya saja besarnya kerugan dar 
phak Claimant akan dtetapkan pada 
saat putusan final atau final award 
mengngat dperlukannya tenaga ahl 
bak data keuangan serta ahl geolog 
untuk menghtung besarnya kerugan 
yang tmbul dkarenakan proyek yang 
tdak berjalan selama kurang lebh 10 
tahun sejak penandatanganan Share 
Purchase Agreement antara PT. 
Tenaga Bum Corporate dan Mosi 
Mosi Corporate.
(2) Implkas hukum Partial Award SIAC 
terhadap transaks saham  Bali Power 
Corporate adalah sebaga berkut:
 a. Putusan n menyatakan bahwa 
Mosi Mosi Corporate yang 
dnyatakan telah melanggar kontrak 
Share Purchase Agreement tanggal 
7 September 2004 antara PT. 
Tenaga Bum Corporate dengan 
Mosi Mosi Corporate sehngga 
Mosi Mosi Corporate harus segera 
menyelesakan tanggung jawabnya 
sesua dengan SPA tersebut untuk 
membayar sejumlah saham yatu 
70% saham yang telah dtransfer 
dar PT. Tenaga Bum Corporate 
menjad atas nama Mosi Mosi 
Corporate.
 b. Mosi Mosi Corporate dharuskan 
untuk membayar seluruh baya 
kerugan yang dtmbulkan dar 
sengketa n.
2.  Saran-saran.
(1) Mengngat transaks pengalhan 
saham dengan para phak yang 
berbeda kewarganegaraan atau lntas 
negara memlk resko yang cukup 
tngg untuk terjadnya wanprestas 
maka sebaknya para pelaku usaha 
lebh menerapkan prnsp kehat-
hatan, lebh selektf dan ada baknya 
jka terlebh dahulu melakukan uj 
tuntas (legal due diligence) yang lebh 
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komprehensf terhadap calon mtra 
dalam setap bentuk kerjasama apapun 
dan tetap memperhtungkan resko 
terburuk jka terjad suatu perselshan 
maka akan dbutuhkan baya ltgas 
yang lebh tngg jka plhan domsl 
hukumnya berada dluar Indonesa. 
(2) Sebaknya dalam klausul Share 
Purchase Agreement dcantumkan 
dalam salah satu klausul dar 
payment of shares bahwa seluruh 
pembayaran dapat dsmpan dalam 
escrow account melalu escrow agent 
sehngga kewajban phak Mosi Mosi 
Corporate untuk membayar saham 
secara bertahap sesua kesepakatan 
sebelumnya tersebut lebh terkontrol 
dan dapat dawas oleh phak escrow 
agent tersebut.
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